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ABSTRAK

Determinan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Makassar.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
kepatuhan wajib pajak terkait PP. No. 46 Tahun 2013 diukur
dengan beberapa variabel persepsi seperti persepsi
kemudahan pajak, keadilan pajak, kesederhanaan pajak dan
manfaat pajak. Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM di
Kota Makassar yang berjumlah 40 Orang dengan pendekatan
penelitian yakni kuantitatif dengan metode analisis yakni
analisis faktor kemudian dianalisis lanjutan dengan
menggunakan analisis regresi linear. Hasil dari penelitian ini
menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh
signifikan sekaligus sebagai variabel yang paling dominan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajibpajak, persepsi
kemudahan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak, persepsi kesederhanaan pajak tidak
berpengaruh signifikan, persepsi manfaat pajak dinyatakan
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tidak valid dalam pengujian. Koefisien determinasi secara
keseluruhan variabel berk ontribusi sebesar 26.5%.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2013 kalangan usaha dikejutkan
dengan aturan perpajakan yang baru, yakni
Peraturan Pemerintah No. 46, tahun 2013 mengenai
aturan perpajakan dikalangan UMKM
(www.minghadi.com, 2013). Peraturan perpajakan
yang baru ini diharapkan mempermudah pembayaran
pajak oleh wajib pajak di Indonesia, terutama target
utama dari Peraturan Pemerintah ini adalah kalangan
UMKM .Beberapa sosialisasi oleh Direktorat Jenderal
Pajak, seringkali diberikan illustrasi bahwa Peraturan
Pemerintah No. 46, tahun 2013 ini seharusnya lebih
diterima oleh pelaku UMKM karena sebelumnya wajib
pajak badan dikenai tarif 25% dari laba neto dengan
hitungan statis dengan margin keuntungan sebesar
7%. lllustrasi di atas tentu saja terlihat benar, namun
dengan syarat margin keuntungan bersihnya adalah
7%. Namun apa yang terjadi bila usaha UMKM
tersebut memiliki margin keuntungan hanya 2%
sehingga hal ini membuat banyak perusahaan start-
up menjadi khawatir (www.minghadi.com, 2013).
Sudah menjadi pengetahuan umum, start-up memiliki
tingkat pengembalian modal yang cukup lama.Jika kita
sederhanakan, kebanyakan startup harus melewati
periode kerugian selama beberapa tahun sampai
akhirnya dapat menghasilkan laba.

Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013 lebih
didorong oleh spirit untuk memudahkan Direktorat
Jenderal Pajak dalam menegakkan aturan perpajakan
terutama bagi wajib pajak yang menghindari
kewajibannya(www.pajak.go.id, 2013a), untuk
berkontribusi dalam  penyelenggaraan negara,
sekaligus menumbuhkan kepatuhan sukarela dalam
membayar pajak(www.pajak.go.id, 2013b). Jika dilihat
dari sudut pandang berbeda PP No.46, tahun 2013 ini
memiliki spirit yang kurang tepat terutama dalam hal
“fairness” dimana besaran pajak ditentukan secara
berjenjang sesuai dengan laba dari wajib pajak yang
bersangkutan(www.minghadi.com, 2013) (Ds & Corry,
2013; Handayani & Noviari, 2015; Saputra &
Nurmantu, 2018).

Rencana menjadikan UMKM sebaga fokus atau
target pemajakan telah terdengar sejak pertengahan
tahun 2011(economy.okezone.com, 2013). Kuat
dugaan bahwa terbitnya PP No. 46 Tahun 2013 adalah
karena potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM
belum tergali secara maksimal (economy.
okezone.com, 2013). Ditinjau dari konsep keadilan
dalam pemajakan(equity principle), pengenaan PPh
Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak
mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay)

Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity
(Musgrave & Musgrave, 1976) dalam (Ruston
Tambunan, 2013).

Secara garis besar, PP No. 46 tahun 2013 ini
juga memberikan efek negatif (disincentive) bagi
pertumbuhan start-up di Indonesia. Alasan utama nya
adalah karena banyak inovasi start-up yang bersifat
sebagai ‘jasa makelar’, seperti para re-seller
misalnya website jual beli seperti Bukalapak,
Tokopedia, Lazada yang
Apabila dihitung secara omzet dapat dilihat sangat
besar pemasukannya, namun dengan margin
kecil(www.minghadi.com, 2013) dan (Majalah UKM,
2014).

Menurut William (2018)salah satu pekerjaan
rumah (PR) besar yang harus diperhatikan dalam
penerapan kebijakan perpajakan adalah kepatuhan
wajib pajak maupun non-wajib pajak yang rendah. .
Namun faktanya hingga memasuki akhir tahun 2017,
penerapan kebijakan ini pun jauh panggang dari api
sebab sampai dengan tahun lalu dari sekitar 59 juta
pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yang baru
membayar  pajak hanya 397.000 pelaku
UMKM(William, 2018).

Pada tahun 2017, Badan Kebijakan Fiskal
(BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan,
kajian perubahan penghitungan tarif Pajak
Penghasilan (PPh) berupa tarif pajak final atau tidak,
masih terus dibahas bersama dengan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) terutama mengenai
implementasi PP. Nomor 46 Tahun 2013 ini (CNN
Indonesia.com, 2017) dan (Majalah UKM, 2014).
Peninjauan kembali mengenai pelaporan pemerintah
tersebut menurunkan jumlah setoran pajak menjadi
0,5 % ( www.metrotvnews.com,2018) (Mangoting,
2000; Yasa, 2017).

Demi mewujudkan kemudahan perhitungan,
pelaporan dan penyetoranbagi wajib pajak
sebagaimana yang dimaksud didalam Peraturan
Pemerintah No. 46 Tahun 2013, maka didalam PP.
No. 46 Tahun 2013 menyatakan bahwa yang
dimaksud Peredaran bruto tertentu disini adalah
peredaran usaha (omset) yang nilainya tidak lebih
dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus
juta rupiah) dalam satu tahun. Wajib Pajak yang
omsetsetahunnya lebih dari Rp 4,8 M, tidak dapat
menggunakan fasilitas ini (Imaniati & Isroah, 2016;
Kartika, 2015; Suparyadi, 2016).

Bentuk kemudahan dari sisi pelaporan pajak
dalam PP No. 46 Tahun 2013 adalah bentuk
pelaporan penyampaian SPT Masa Pajak
Penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak
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berakhir. Bentuk kemudahan yang diharapkan oleh
pemerintah bagi wajib pajak ialah wajib pajak tidak
perlu lagi menyetorkan angsuran PPh Pasal 25
dengan catatan seluruh penghasilan (yang diterima
pada tahun pajak sebelumnya) adalah penghasilan
yang dikenakan PPh Final sesuai PP 46 tahun 2013
(Rachmawati & Sariono, 2011; Rosella & Kurnia,
2015; Suhariyanto, 2016; Tambunan, 2013).

Lebih lanjut didalam latar belakang ini, untuk
kesederhanaan pajak dalam PP. No. 46 Tahun 2013
sebagaimana dimaksud adalah, pengenaan tarif pajak
berlaku hanya bagi nilai omsetnya tidak lebih dari Rp.
4.8 milyar dalam satu tahun, artinya adalah jika wajib
pajak memiliki omset lebih dari Rp. 4,8 milyar dalam
satu tahun, maka wajib dikenakan dasar pengenaan
pajak sesuai ketentuan umum PPh.

Mengantar penelitian ini,dikumpulkanlah
beberapa hasil penelitian sebelumnya yang
menyatakan secara empirik bahwa pemahaman
mengenai PP. No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak didalam
pelaporan pajak mereka, seperti yang dituturkan
beberapa peneliti Yasa (2015), Vina Rosella(2015),
Imaniati (2016) dan Carvallo (2016).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tecnology Accepatance Model (TAM)

Beberapa model penelitian telah dilakukan untuk
menganalisis dan memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi
komputer, salah satunya adalah Technology
Acceptance Model (TAM) (Sugiyanto, Rahajeng,
Rachmat, Hendarsyah, & ..., 2022).

2. Perceived Usefulness

David, 1989dan Adams, Nelson, & Todd, 1992 dalam
(Melissa, 2013) mendefinisikan persepsi kemanfaatan
(perceived  usefulness) merupakan tingkatan
kepercayaan seseorang terhadap penggunaan suatu
subyek tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi
orang yang menggunakannya.Chin & Todd, 1995
dalam (Melissa, 2013 David, 1989 mendefinisikan
persepsi kemudahan penggunaan (perceived easeof
use) merupakan suatu tingkatan kepercayaan
seseorang bahwa komputer dapat dengan mudah
dipahami.Menurut (Adams, Nelson, & Todd, 1992),
Trust telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam
berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar
kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai dengan
yang diharapkan Yousafzai, Pallister, & Foxall, 2003
dalam (Melissa, 2013).Kepercayaan dibutuhkan oleh
pengguna teknologi informasi dalam rangka
menigkatkan kinerja individu dalam melakukan
kegiatan organisasi atau perusahaan. Menghadapi
kemungkinan yang tidak diinginkan Mayer, Davis, &
Schoorman, 1995 dalam (Melissa, 2013) menjelaskan
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bahwa kepercayaan tidak akan diperlukan jika
tindakan bisa dilakukandengan pasti dan tidak ada
risiko.

3. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Waluyo,
2014)adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditujukkan, dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaranumum. Definisi pajak yang
dikemukakan oleh (Witono, 2008)Pajak sebagai suatu
kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas
Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian,
dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,
tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang
telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,
tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan
umum.Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Feldman
& Slemrod, 2007)Pajak adalah prestasi yang
dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada
penguasa (menurut norma norma yang ditetapkannya
secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan
semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran
pengeluaran umum.Definisi pajak menurut islam yang
di kemukakan dalam buku (Gusfahmi, 2009) adalah “
Pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang
suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat dan
kokoh. Akar itu adalah Iman atau Akidah”.

4. Fungsi Pajak

Menurut (Yenni Mangoting, 2000)Terdapat dua fungsi
pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan
negara) dan fungsi regulated (mengatur), dari kedua
fungsi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi budgetair

2. Fungsi Regulated Secara umum dapat
dikatakan, bahwa makin tinggi pendidikan
Wajib Pajak, maka makin mudah pula bagi
mereka memahami peraturan perpajakan
(Waluyo, 2014)

5. Jenis Pajak

Menurut(Suntono & Kartika, 2015)Terdapat berbagai
jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut
sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

6. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang
mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan
dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak
penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak
penghasilan apabila menerima atau memperoleh
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penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi
kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif
maka disebut wajib pajak.(Ansori,
2010).Berdasarkan(UU. No. 17 Tahun 2000)
(Carvallo, 2016; Feldman & Slemrod, 2007; Herryanto
& Toly, 2013)

7. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dikenal beberapa sistem
pemungutan yang digunakan sebagai berikut(Waluyo,
2014):

a. Official Assessment System Suatu sistem
pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang
harusdilunasi atau pajak yang terutang oleh
wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini
wajib pajak bersifat final).

b. Self Assessment System Suatu sistem
pemungutan  pajak dimana  wewenang
menghitung besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib
pajak yang bersangkutan

c. With Holding System Suatu cara pemungutan
pajak dimana penghitungan besarnya pajak
terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak
ketiga.

8. Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan dalam
bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya menghasilkan Barang KenaPajak
(BKP), mengimpor Barang Kena Pajak (BKP),
mengekspor Barang Kena Pajak (BKP), melakukan
usaha perdagangan, berdasarkan UU PPN 1984,
kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan
oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya
pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk
dikukuhkan menjadi PKP. (Pasal 15 PER-20/PJ/2013
sebagaimana  telah  diubah  dengan PER-
38/PJ/2013).(www.pajak.go.id, 2013a). permohonan
pengukuhan dapat dilakukan dengan menyampaikan
permohonan secara tertulis(www.pajak.go.id, 2013a).
(Pasal 17 ayat (1) PER- 20/PJ/2013 s.t.d.d PER-
38/PJ/2013) (APRIYANTI, 2023; Imaniati & Isroah,
2016).

9. Hak Wajib Pajak

Menurut (Rachmawati & Sariono, 2011)hak-hak
Wajib Pajak yang diatur dalam undang- undang
perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan
pengarahan dari fiscus
b. Hak pembentukan surat pemberitahuan (
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SPT)

c. Hak untuk
penyampaian SPT

d. Hak untuk menunda atau mengangsur

pembayaran pajak

Hak untuk memperoleh kelebihan

Hak untuk keberatan banding

Hak kerahasiaan bagi wajib pajak

Hak untuk pengurangan pajak bumi dan

bangunan

Hak untuk pembebasan pajak

j-  Hak pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak

k. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung
pemerintah

[.  Hak untuk mendapatkan insentif pajak.

memperpanjang waktu

S@ o

10. Kewajiban Wajib Pajak

(Rachmawati & Sariono, 2011) kewajiban Wajib Pajak
yang diatur dalam undang-undang perpajakan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 46, 2013).

12. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
berarti tundukatau patuh pada ajaran atau aturan.

Menurut (husnurrosyidah, 2017)pengertian
kepatuhanperpajakan adalah Wajib Pajak Orang
Pribadi mempunyai kesediaan untuk

memenuhikewajiban pajaknya sesuai dengan aturan
yang berlaku tanpa perlu diadakannyapemeriksaan,
investigasi sesakma, peringatan, ataupun ancaman
dan penerapan sanksibaik hukum  maupun
administrasi (Muttagin et al., 2023; Rachmat, Afandi, et
al., 2023; Rachmat, Rukmana, et al., 2023; Wahyuddin
& Rachmat, 2023) .Kepatuhan wajib pajak adalah
kondisi dimana wajib pajak memenubhi
semuakewajiban perpajakannya dan melaksanakan
hak perpajakannya(Herryanto & Toly, 2013).

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak
1. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh
(Waluyo, 2014) adalah iuran rakyat kepada negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan, dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Witono,
2008)Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan
sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan
suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu.

Selanjutnya dalam islam , definisi pajak dalam buku (
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Gusfahmi, 2009) adalah “ Pajak adalah bagian dari
syariat , maka Sebagian batang suatu pohon, ia harus
memiliki akar yang kuat dan kokoh . Akar itu adalah
iman atau akidah.

2. Fungsi Pajak

Menurut (Yenni Mangoting, 2000)Terdapat dua fungsi
pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan
negara) dan fungsi regulated (mengatur), dari kedua
fungsi ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi budgetair (sumbangan keuangan
negara) Pajak mempunyai fungsi budgetirartinya pajak
merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah
untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan.Sebagaisumber keuangan negara,
pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-
banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi regulated (Pengatur)

c. Filsafat negara

d. Kejelasan undang-undang dan peraturan

perpajakan

€. Tingkat Pendidikan penduduk / wajib pajak

3. Jenis Pajak

Menurut(Suntono & Kartika, 2015)Terdapat berbagai
jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut
sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

4. Objek Pajak Penghasilan

5. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang
mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan
dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak
penghasilan (Rachmat, Harto, et al., 2023; Rachmat,
Santoso, et al., 2023). Jika pajak telah emmenuhi
kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif
maka disebut wajib pajak ( Ansori,2010) .

6. .Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system
pemungutan yang digunakan sebagai berikut(Waluyo,
2014.

7. Pengertian pengusaha kena pajak
Pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan dalam
bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya menghasilkan Barang KenaPajak
(BKP), mengimpor Barang Kena Pajak (BKP),
mengekspor Barang Kena Pajak (BKP), melakukan
usaha perdagangan, memanfaatkan BarangKena
Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean,
melakukanu saha Jasa Kena Pajak (JKP), atau
memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah
pabean(www.pajak.go.id, 2013a).
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8. Hak Wajib Pajak

Menurut (Rachmawati & Sariono, 2011)hak-hak Wajib
Pajak yang diatur dalam undang- undang perpajakan
adalah sebagai berikut:

Kewajiban Wajib Pajak
1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP No. 46, 2013), yang
dimaksud dengan :
2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, berarti tundukatau patuh pada ajaran atau
aturan. Menurut (husnurrosyidah, 2017) pengertian
kepatuhan perpajakan adalah Waijib Pajak Orang
Pribadi mempunyai kesediaan untuk
memenuhikewajiban pajaknya sesuai dengan aturan
yang berlaku tanpa perlu diadakannyapemeriksaan,
investigasi sesakma, peringatan, ataupun ancaman
dan penerapan sanksibaik hukum  maupun
administrasi.Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi
dimana wajib pajak memenuhi semuakewajiban
perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya
(BASHORI, 2014; Keziana, Made, & Yogivaria, 2016;
Sugiyono, 2013).

3. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut
(Suhariyanto, 2016) adalah:

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan
dimana wajib pajak memenuhikewajiban
secara formal sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-undangperpajakan.

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan

dimana wajib pajak
secarasubstantif/hakikatnya memenuhi
semua ketentuan material perpajakan

yaitusesuai isi dan jiwa Undang-undang

pajak kepatuhan material juga dapat
meliputikepatuhan formal. Misalnya
ketentuan batas waktu penyampaian
SuratPemberitahuan Pajak Penghasilan

(SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode  pengumpulan data  dalam
penelitian ini adalah dengan penyebaran angket
kuesioner yang diberikan kepada responden

A. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh maka yang dilakukan
selanjutnya adalah analisis data. Metode
analisis yang digunakan didalam penelitian


http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/

)

ini adalah analisis faktor Explonatory
(Explonatory Factory Analysis / EFA) atau
dengan nama lain yakni Analisis Komponen
Utama (Principle Component Analysis / PCA
(Santoso et al., 2023; Sartini et al., 2023;
Wahyuddin et al., 2023). Pada saat pengujian
statistik dengan
pendekatan analisis uji faktor berbasis
eksplonatory, terdapat asumsi yang harus
dipenuhi terutama pada alat uji SPSS
yakni:
1. Korelasi bivariat antar variabel
independent harus cukup kuat
atau sig > 0.05
2. Korelasi parsial antara dua
variabel atau lebih harus Kkecil,
pada SPSS untuk mengetahui
korelasi parsial pada uji EFA dapat
dilihat pada output Anti- Image
Correlation, sedangkan untuk nilai
signifikansi pada korelasi parsial
pada uji EFA dapat dilihat pada
nilai  KMO  (Kaiser  Meyer
Olkin)dimana nilai signifikansi
KMO adalah mendekati angka 1.
3. Penguijian seluruh matriks korelasi
(korelasi antar variabel), yang
diukur dengan besaran Bartlett
Test of Sphericity. Nilai BTS yang
signifikan adalah < 0.05. Measure
Sampling Adequacy (MSA) yang
signifikan adalah > 0.05. Pengujian
ini mengharuskan adanya korelasi
yang signifikan di antara paling
sedikit beberapa variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
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Frekuensi (orang dan %)
Kod Item
e SS| F| S| F|K| F|T|F|ST|F
S S S
X2.1 Perhitu| 12 | 30 | 19| 47.| 7 |17.1 2| 5| 0 |0
ngan 5 5
pajak
AL.2 Fenyet) 1o | ). éléraqaut)e [} F{.e:)rceu %/dlidu U
oran ] ncy nt Percent
;Jaﬁn
|293 Pew-za |1an n2 oo 510 : zo.f2 5 Oz_:.u
B85 Tihin 71 b s 218
"88-41|Tahun 9 225 225
Pajgkso| Ta 4 10 10.0
X2.4 | Pecahdad | 3p | 23| 576| 4 | 1®.0[1 | 2. | 015.0
utaatas 5
Jatal 40 100.9 100.0
Distribusi Frekuensi Data Demografi
Responden
Tabel 3. Distribusi Frekuensi
Berdasarkan Jenis Kelamin
Kode ltem Frekuensi (orang dan
%)
SS| F| S| F |[KS|F |TS|F |STS| F
X1.1 | Keadilan 20|50 |17|425| 3 |75/0|0| O | O
umum
X1.2 | Struktur 7 |17.5/191475(12|30(2 |5| 0 (O
Tarif
Pajak
Freq Per Valid
uenc ce Percen
y nt t
Vali Laki- 19 475 475
d Laki
Peremp 21 52.5 52.5
uan
Total 40 100.0 100.0

Sumber: Data diolah, SPSS 201

Orang

Dapat dilihat pada tabel 2 diatas, bahwa
dari 40 orang responden, laki-laki sebanyak 19
perempuan

(47.5%)

sebanyak 21 orang (52.5%).

Sumber: Data diolah, SPSS 2018

sedangkan



Variabel Independen

1.

a. Indikator Persepsi Keadilan Pajak (X1).

B. Pembahasan

Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

Pajak merupakan faktor terpenting bagi
keuangan negara dalam menjamin
kelangsungan pembangunan nasional tanpa
tergantung kepada sumber daya alam dan
bantuan asing. Membayar pajak merupakan
salah satu kewajiban warga negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD
Tahun 1945. Dalam hasil uji analisis data
ditemukan bahwa responden menyatakan
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warga negara Yyang tertuang didalam
Undang-undang, artinya meskipun fasilitas
pajak telah memadai serta melakukan
pembayaran pajak dinilai lebih memudahkan
akan tetapi dalam hal penerapan system
pajak PP. No. 46 Tahun 2013, persepsi
kemudahan pajak memang signifikan akan
tetapi tidak berpengaruh tidak langsung.
Sejatinya pajak jika tidak ditunaikan
maka ada konsekwensi yang akan dihadapi
oleh seorang wajib pajak sehingga dapat
diasumsikan bahwa dalam hasil pengujian ini
mengapa pengaruhnya adalah negative / tidak
langsung dikarenakan PP. No. 46 Tahun 2016
merupakan system ketentuan pajak yang
diperuntukan bagi para pelaku UKM dengan
omset yang mencapai 4.8 milyar,
Hasil penelitian ini menolak hasil

penerapan pajak PP No. 46 Tahun 2013 yakni peneliian  dari  (Rosella, 2015). Yang
pajak sebesar 1% dari total omset mereka menyatakan ~ bahwa  persepsi  manfaat
adalah adil dan sesuai. Dalam perjalanannya berpengaruh positif dan signifikan.
PP. No. 46 Tahun 2013 ini merupakan 3. Persepsi  kesederhanaan  pajak  tidak
penilaian wajib bagi pemerintah kepada para berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
pelaku bisnis UMKM, Prinsip keadilan pajak pajak
yang dirasakan oleh responden ini juga Sistem pungutan pajak yang dianut di
merupakan alasan yang mengapa para pelaku Indonesia  menerapakan  sistem  self
bisnis UMKM patuh terhadap PP. No. 46 assesment yakni pelaporan dan pembayaran
tersebut. pajak yang dilakukan oleh waijib pajak sendiri,
Konsep keadilan pajak juga terasa akan tetapi dalam hal ini penerapan pajak
wajib diterapkan bagi para pelaku bisnis terkait pada PP. No. 46 Tahun 2013 dirasa
terutama yang menjalankan  bisnisnya tidak sederhana hal ini dibuktikan melalui
berbasis e-commerce sehingga sebagai upaya sebaran angket kuesioner yang dimana
untuk menerapkan keadilan bagi seluruh waijib sebanyak 25% responden menyatakan bahwa
pajak, pungutan pajak di e-commerce sistem teknis pelaporan dan perhitungan pajak
merupakan sebuah keharusan. Persepsi yang dianggap tidak sederhana. Hasil
responden atas keadilan penerapan pajak PP. penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian
No. 46 Tahun 2013 juga merupakan variabel dari (Rosella, 2015).
yang paling dominan berpengaruh terhadap 4. Persepsi manfaat pajak tidak berpengaruh

kepatuhan wajib pajak, sebab keadilan pajak
yang dirasakan tentu akan bermanfaat sebagai

signifikan terhadap kepatuhan pajak

Persepsi manfaat dinyatakan tidak
valid pada pengujian MSA, sehingga dihapus
pada pengujian lanjutan serta diambil
kesimpulan bahwa persepsi manfaat pajak tidak
berpengaruh signifikan.

feedback bagi para pelaku bisnis UKM itu
sendiri. Hasil pengujian variabel persepsi
keadilan pajak yang berpengaruh positif dan
signifikan sejalan dengan hasil penelitian yang
telah dikemukakan sebelumnya oleh (Rosella,

2015).
) KESIMPULAN DAN SARAN
2. Persepsi kemudahan pajak _ o
berpengaruh negatif signifikan terhadap Adapun simpulan dari hasil penelitian ini adalah
Hasil penguijian statistic menyatakan : . . o
bahwa  persepsi kemudahan  pajak 1. Persepi keadilan pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga

dapat dinyatakan bahwa (HO = diterima, H1 =

ditolak)
2. Persepsi

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak akan tetapi pengaruhnya adalah
negative atau tidak langsung. Ketentuan

pajak merupakan hal yang wajib sebagai kemudahan

pajak berpengaruh
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negative dan signifikan terhadap kepatuhan
pajak sehingga dinyatakan bahwa (HO =
diterima, H1 = ditolak)

3. Persepsi  kesederhanaan  pajak  tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak sehingga dapat dinyatakan bahwa
(HO = ditolak, H1 = diterima)

4. Persepsi manfaat dinyatakan tidak valid pada
pengujian MSA, sehingga diambil kesimpulan
bahwa persepsi manfaat pajak tidak
berpengaruh signifikan (HO = ditolak, H1 =
diterima).

5. Persepsi keadilan pajak yang merupakan
dimensi yang paling dominan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan
persepsi manfaat dinyatakan tidak valid
berpengaruh terhadap kepatuhan waijib pajak.
Sehingga di nyatakan bahwa (HO = ditolak, H1
= diterima).

SARAN

Persepsi  kesederhanaan  pajak  tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak, sehingga diharapkan system pelaporan pajak
agar lebih disederhanakan baik perhitungan maupun
proses pembetulannya. Pada hasil pengujian
koefisien determinasi didapatkan nilai R2 sebesar
0.265 yang artinya bahwa persepsi kemudahan pajak,
persepsi keadilan pajak, dan persepsi kesederhanaan
pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan
wajib pajak adalah sebesar 26.5% sedangkan sisanya
73.5% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor
lain. Di sarankan untuk peneliti selanjutnya agar
meneliti selain daripada variabel pada penelitian ini.
Variabel sanksi pajak, dan variabel pengampunan
pajak menjadi saran bagi peneliti selanjutnya.
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